
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 5400);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5495);

Mengingat

a. bahwa ketentuan Tata Cara Pembagiandan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2020 telah diatur
dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pembagiandan PenetapanRincian Dana Desa
Setiap Desa Kabupaten Penukal Abab lematang llir
Tahun Anggaran2020;

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun
Anggaran 2020, Pagu Anggaran Dana Desa mengalami
perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang llir Tahun
Anggaran2020;

Menimbang

BUPATIPENUKALABABLEMATANGILIR,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANBUPATINOMOR5 TAHUN2020 TENTANG
TATACARAPEMBAGIANDANPENETAPANRINCIANDANADESASETIAPDESA

KABUPATENPENUKALABABLEMATANGIURTAHUNANGGARAN2020

PERATURANBUPATIPENUKALABABLEMATANGILIR
NOMOR 35 TAHUN2020

BUPATIPENUKALABABLEMATANGILIR
PROVINSISUMATERASELATAN

\



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5679);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor6 Tahun
2014 tentang Desa (LembaranNegaraRepublik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan l..embaran Negara Republik
IndonesiaNomor6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan l..embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5864);

7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
478);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap
Kabupaterr/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa
Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1884);
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat hak asal usul, danj' atau hak tradisional
yang diakui dan dihonnati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

la. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir;

1b. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 1 dan angka 2
disisipkan 2 (dua) angka yaitu la dan 1b, dan ditambah
1 (satu) angka sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 Nomor
S), diubah sebagai berikut :

Pasal I

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANGILIR TAHUNANGGARAN2020

MEMUTUSKAN:

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20S/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor SO/PMK.07/2020 ten tang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 20S/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana
Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun
2019 Nomor 10);
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Alokasi Dasar adalah minimal Dana Desa yang akan
diterima oleh setiap Desa secara merata yang besar
hitungan berdasarkan persentase tertentu dari anggaran
Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara
nasional. Pagu AlokasiDasar sebagaimana dimaksud pada
Pasal 2 huruf a dihitung sebesar 69% (enam puluh
Sembilan persen) sejumlah Rp 43.082.390.000 dari
anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap
Desa secara nasional.

Pasa14

3. Ketentuan pada Pasal 4 diubah sehingga pasal 4
berbunyi sebagai berikut :

a. AlokasiDasar;
b. AlokasiAfirmasi;
c. alokasi Kinerja;dan
d. alokasi formula.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah sehingga
pasa13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal3
Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran2020,
dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Desa;

4. Jumlah Desa adalahjumlah Desa yang ditetapkan oleh
MenteriDalamNegeri;

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang
selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa

6. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya
disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai
kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa
yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi
dampak ekonomiakibat adanya pandemic Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19)
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Pasal6

(1) Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada
Desa yang memilikihasil penilaian kinerja baik untuk
pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa,
capaian keluaran Dana Desa, dan capaian hasil
pembangunan Desa. Pagu Alokasi Kinerja tersebut
dihitung sebesar 1,5 % (satu koma lima persen)
sejumlah Rp 1.008.672.000 dari anggaran Dana Desa
dibagikepada Desa dengan kinerja terbaik;

(2) Desa dengan Kinerja terbaik sebagaimana dimaksud
pada pasal 6 ayat (1) diatas adalah Desa yang dipilih
sebanyak 10 % (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang
memilikihasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan
pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa,
capaian keluaran Dana Desa dan capaian hasil
pembangunan Desa dengan bobot :
a. Pengelolaankeuangan desa dengan bobot 200/0;
b. PengelolaanDana Desa dengan bobot 200/0;
c. Capaian keluaran (output) Dana Desa dengan bobot

25%;dan
d. Capaian hasil (outcome)pembangunan desa dengan

bobot 35%
(3) Desa Penerima Alokasi Kinerja setiap daerah

KabupatenjKota ditentukan berdasarkan urutan Desa
yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung
dengan menggunakan rumus :
Skor Kinerja :: {(0,20x YI) + (0,20 x Y2)+ (0,25 x Y3)+
(0,35 x Y4)}

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga pasal 6 berbunyi
sebagai berikut :

Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan status Desa tertinggal dan sangat tertinggal
yang memilikijumlah penduduk miskin tinggi. Pagu alokasi
Afirmasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b
dihitung sebesar 1,50/0 (satu koma lima persen) sejumlah Rp
4.722.485.000 dari Anggaran Dana Desa dibagi secara
proposional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat
tertinggalyang mempunyai penduduk miskin tinggi.

Pasal5

4. Ketentuan pada Pasal 5 diubah sehingga pasal 5
berbunyi sebagai berikut :
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Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap
totalluas wilayah Desa Kabupaten Penukal
AbabLematang Ilir;

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa
Kabupaten Penukal AbabLematang Ilir;

AFKab=AlokasiFormula Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir.

Keterangan :
AFDesa = AlokasiFormula setiapDesa;

ZI = rasio jumlah penduduk setiap Desa
terhadap total penduduk Desa Kabupaten
Penukal AbabLematang Ilir;

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa
terhadap total penduduk miskin Desa
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

a. 10%(sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
b. 50% (limapuluh persen) untuk angka kemiskinan;
c. 15%(limabelas persen) untuk luas wilayah dan;
d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan

geografis

Penghitungan alokasi formula setiap Desa dilakukan
dengan menggunakan formula sebagai berikut :

AF Desa = {(0,10* ZI) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 *
Z4)}* AFKab

Pasal8

Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan
Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis
Desa setiap Kabupaten. Pagu Alokasi Formula dihitung
sebesar 28% (dua puluh delapan persen) sejumlah Rp
29.615.354.000 dari anggaran Dana Desa dibagi
berdasarkan :

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga pasal 8 berbunyi
sebagai berikut :

Keterangan :
Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa
Y1 = pengelolaan keuangan Desa
Y2 = pengelolaan Dana Desa
Y3 = capaian keluaran Dana Desa
Y4 = capaian hasil pembangunan Desa
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(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN
selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desamenerima dokumen persyaratan penyaluran dari
Bupati, dengan ketentuan:
a. tahap I berupa :

1. peraturan Bupati mengenai tata cara

Pasal 11

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, dan diantara ayat (5) dan
ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat Sa sehingga
pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUNke RKDmelalui RKUD;
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD;

(3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke RKDsebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa
pemindahbukuan Dana Desa dari bupati

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dalam 3 (tiga)tahap, dengan ketentuan:

a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 400/0
(empat puluh persen);

b. tahap IIpaling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat
puluh persen); dan

c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua
puluh persen).

Pasal 10

8. Ketentuan ayat (2),ayat (3),dan ayat (4)Pasal 10 diubah
sehingga pasal 10berbunyi sebagai berikut :

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran
2020 tercantum dalarn Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Penukal Abab
Lematang Ilir ini.

Pasal9

7. Ketentuan pada Pasal 9 diubah sehingga pasal 9
berbunyi sebagai berikut :
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pembagian dan penetapan rincian Dana Desa
setiap Desa atau Keputusan Bupati mengenai
penetapan rincian Dana desa setiap desa; dan

2. surat kuasa pemindahbukuan DanaDesa;

b. tahap II tanpa dokumenpersyaratan;

c. tahap IIIberupa :

1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian
dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan
peraturan bupati mengenai perubahan tata cara
pembagian dan penetapan rincian Dana Desa
setiap Desa;

2. peraturan DesamengenaiAPBDes;
3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

DanaDesa tahun anggaran sebelumnya;
4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan
realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50%
(lima puluh persen) dan capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima
puluh persen);dan

5. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Desatahun anggaran sebelumnya.

(2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat
kuasa pemindah bukuan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf aangka 2 untuk seluruh
Desa,dan wajib
disampaikan pada saat penyampaian dokumen
persyaratan penyaluran tahap I pertama kali;

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf cangka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan rata­
rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan;

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
cdilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,
kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan
keluaran, dan capaian keluaran;

(5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan
dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh
bupati atau wakilbupati atau pejabatyangditunjuk.

(Sa)Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas
Desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan
olehDirektoratJenderal Perbendaharaan.

(6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/ atau
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(1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana
Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), dengan tambahan
ketentuan:
a. Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan dalam 3

(tiga) kali dengan besaran :
1. Bulan pertama sebesar 150/0(lima belas persen);
2. Bulan kedua sebesar 150/0(lima belas persen); dan
3. Bulan ketiga sebesar 100/0(sepuluh persen);

b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3
(tiga) kali dengan besaran:
1. Bulan pertama sebesar 150/0(lima belas persen);
2. Bulan kedua sebesar 150/0(lima belas persen); dan
3. Bulan ketiga sebesar 100/0(sepuluh persen);

c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b dengan rentang waktu antar
penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;dan

d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal
10 ayat (4) huruf c dan memenuhi Persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) huruf c.

(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) :
a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3

(tiga) kali dengan besaran:
1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas

persen);
2. Penyaluran kedua sebesar 150/0 (lima belas

persen); dan;
3. Penyaluran ketiga sebesar 100/0(sepuluh persen);

b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
huruf a dengan rentan waktu antar penyaluran paling
cepat2(dua)minggu;dan

c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal
10 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11
ayat (1) huruf c.

Pasal lla

10. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 ditambah 1 (satu)
Pasal yaitu Pasal lla sehingga berbunyi sebagai
berikut:

dokumen elektronik (softcopy)
(7) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) diolah melalui aplikasi yang disediakan
oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
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(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan
penyaluran sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan
penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
a. tahap I tanpa dokumenpersyaratan;
b. tahap IItanpa dokumenpersyaratan; dan
c. tahap IIIberupa:

1. peraturan DesamengenaiAPBDes;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian

keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
3. laporan realisasi penyerapan dan capaian

keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II
menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit
sebesar 500/0 (lima puluh persen) dan capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar
500/0 (limapuluh persen);dan

4. Laporan konvergensi pencegahan stunting
tingkatDesatahun anggaran sebelumnya.

(2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan
rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh
kegiatan setiap desa.

(3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,
kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume
keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian
keluaran sebagaimanadimaksud pada ayat (2)dan ayat
(3).

(5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), bupati menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur
kepada KepalaKPPNselaku KPAPenyaluranDAKFisik

Pasal12

(3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II
sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4),
penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai
ketentuan dalam pasal 10 ayat (4) dan memenuhi
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1).

11. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diubah sehinggaberbunyisebagaiberikut :
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Pasal 12a

(1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), kepala
desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran
kepada bupati, dengan ketentuan :
a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3

(tiga) kali dengan besaran :
1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas

persen);
2. Penyaluran kedua 150/0(lima belas persen); dan
3. Penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);

b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3
(tiga) kali dengan besaran :
1. Penyaluran pertama sebesar 150/0 (lima belas

persen);
2. Penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
3. Penyaluran ketiga 100/0(sepuluh persen);

c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b dengan rentan waktu antar
penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan

d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal
10 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11
ayat (l)huruf c.

(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I
sebagaimana dimaksud dalam pasall0 ayat (4) :
a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3

(tiga) kali dengan besaran :
1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas
persen);

2. Penyaluran kedua 150/0(limabelas persen); dan
3. Penyaluran ketiga 100/0(sepuluh persen);

b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling

12. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 ditambah 1 (satu)
Pasal yaitu Pasal 12a sehingga berbunyi sebagai
berlkut:

dan Dana Desa setiap minggu.
(6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) belum mernenuhi kebutuhan input data, kepala
Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada
bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

(7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh
Kementerian Dalam Negeri.
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(1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13Aayat (la) huruf b, berupa BLTDesa
kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa
sebagai keluarga penerimamanfaat.

(2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLTDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan
melaksanaan kegiatan BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1);

(4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memenuhi kriteria sebagai berikut:

Pasal 13b

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk
membiayai pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat ditunjukan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas
hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan
dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam
rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)antara lain
berupa:
a. Kegiatanpenanganan pandemi Corona Virus Disease

2019 (COVID-19);darr/atau
b. Jaringan pengaman sosial di Desa.

(3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana
Desa yang ditetapkan oleh MenteriDesa, Pembangunan
Daerah Tertinggaldan Transmigrasi.

Pasal13a

13. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 ditambah 2 (dua) pasal
yaitu 13a dan 13b sehingga berbunyi sebagai berikut :

cepat 2 (dua) minggu; dan
c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal

10 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11
ayat (1)huruf c.

(3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada auat (1) huruf a dan huruf
b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh bupati kepada
KPPN.
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(l) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayaikegiatan
yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana
Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (lA)
dan ayat (2)setelah mendapat persetujuan bupati.

(2) Dalammemberikanpersetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), bupati memastikan pengalokasian Dana
Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah
terpenuhi dan j atau kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

(3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan
DesamengenaiAPBDes.

Pasal14a

14.Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 ditambah 1 (satu) Pasal
yaitu pasal 14a sehinggaberbunyi sebagai berikut :

a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili
di Desa bersangkutan; dan

b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga
Harapan (PKH),Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.

(5) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari
Kementrian Sosial.

(6) Besaran BLTDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebesar :
a. Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan

pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga
penerima manfaat;

b. Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan
keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga
penerima manfaat.

(7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (5)dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling
cepat bulan April 2020. dianggarkan dalam APBDes
paling banyak sebesar 350/0 (tigapuluh lima persen) dari
Dana Desa yang diterimaDesa yang bersangkutan.

(8) Dihapus
(9) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan,

penetapan data keluarga penerima manfaat BLTDesa
dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yangditetapkan oleh Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi.
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Pasal20a

(1) Dalamhal kepala desa rnelakukan penyalahgunaan Dana
Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri
Keuangan dapat melakukan pemberhentian penyaluran
Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/ atau tahun
anggaran berikutnya.

(2) Dalarn hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan
tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 13B ayat (2), dikenakan sanksi
berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III
tahun anggaranberjalan.

(3) Pengenaan sanksi kepada PemerintahDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal
berdasarkan hasil musyawarah Desa
khusuaj'musyawarah insidentil tidak terdapat calon
keluarga penerima manfaat BLTDesa yang memenuhi
kriteria.

17. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 ditarnbah 2 Pasal yaitu
Pasal 20a dan Pasal 20b sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana
Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLTDesa.

(2) Pernerintah dan pernerintah Daerah dapat rnelakukan
pendarnpinganatas penggunaanDana Desa.

(3) Tata cara pendarnpingan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan olehkementrian teknis terkait.

16.Ketentuan ayat (1)dan ayat (2)Pasal 16 diubah sehingga
pasal 16berbunyi sebagaiberikut :

Pasal16

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai
pernbangunan dan pemberdayaan masyarakat yang
meliputiBidangPembangunandan Pemberdayaansesuai
dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,
melaluiPeraturan MenteriDesaNomor11Tahun 2019.

(2) Dana Desa Dapat digunakan untuk membiayaikegiatan
yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah
mendapat persetujuan dati bupati.

(3) Persetujuan Bupati sebagaimanadimaksud pada ayat (2)
diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa
mengenaiAPBDes.

15. Diantara Pasal 15dan Pasal 16 ditambah 1 (satu) Pasal
yaitu 15a sehinggaberbunyi sebagaiberikut:

Pasal15a
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(1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data Kumulatif sisa
Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun
2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak
dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya
dengan bupati paling lambat minggu kedua bulan
Oktober 2020.

(2) KepalaDesa menyetorkan sisa Dana Desa di RKDTahun
Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil
rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke
RKUDpaling lambat akhir bulan Oktober 2020.

(3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD,
dapat disalurkan ke RKDpaling lambat bulan Juli 2020.

(4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN
selaku KPAPenyaluran DAKFisik dan Dana Desa atas
data kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai
dengan tahun 2018 yang disetor oleh Kepala desa ke
RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan sisa
Dana ke RKUDtahun 2015 sampai dengan tahun 2019
yang tidak disalurkan ke RKDpaling lambat akhir bulan
November2020.

(5) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil
rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke
RKUNpaling lambat akhir bulan Desember2020.

(6) Dalam hal bupati tidak menyetorkan sisa Dana Desa di
RKUDsebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri
Keuangan memperhitungkan sisa Dana Desa tersebut
melalui pemotongan Dana AlokasiUmumdan/ atau Dana
BagiHasil tahun anggaran berikutnya.

(7) Pemotongan Dana Alokasi Umum danZatau Dana Hasil
bagi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan yang
ditandatangani oelh Direktur Jenderal Perimbangan
Keuanganatas nama MenteriKeuangan.

Pasa120b

(3) Hasil musyawarah Desa khusus I musyawarah
insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui
oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang
ditunjuk.

(4) Peraturan kepala desa sebagaimana dirnaksud pada ayat
(3) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAKFisik dan Dana Desa sebagai syarat
penyaluran Dana Desa tahap III.

- 15 -



Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal /3 Du~ 2020

SEKRETARISDAERAH t!
~ KABUPATENPENUKALABABLEMATANGILIR,r

Jb{
SYAHRONNAZIL

BERITADAERAHKABUPATENPENUKALABABLEMATANGILIR TAHUN2020
NOMOR ..~~.;

~

~~ HER! AMALINDO

Ditetapkan di Talang Ubi
lada tanggal g au~ 2020 I
~ BUPATIPENUKALABABLEMATANGILIR

Peraturan Bupati iru mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati IDl dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir.

Pasal II

(8) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran
2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak
dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa
Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat
penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020.

(9) Perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) berdasarkan laporan realisasi penyerapan
dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya.
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